
BUPATI BAI{GKA
PROVINSI KtrPULAUAN BANGKA BELiTI]NG

RAi{CANGAN
PARATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETiGA ATAS PERATURAN BUPATi BANGKA NOMOR 56 TAHUN

2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

DANTUNJANGANBADANPERMUSYAWARATANDESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa guna rneningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat
clengan memperhatikan kesejahteraan Kepal.a De*a,
Perangkat Desa dan BPD, maka perlu diberikan tambahan
tunjangan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan
perunCang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 78 ayat i1) Peraturan
Penierintah Nomor 43 Tahun 2474 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2CI1.4 tentang
Desa sehagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1i. ?ahun 2019 yang
merigamanahkan Pimpinan dan anggota Badan
Perrnusyawaratan Desa mempunyai hak untll"k memperoleh
tunjangaa pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta ketentuan Pasal 82 ayat {li yang berbunyi selain
menerima penghasilan tetap, kepala Desa dan perangkat
Desa rnenerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;

c. tlahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf tr, periu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Bangka Nomor 56 Tahun 2A19 tentang Besaran Penghasilan
Pemerintah Desa dan Tunjangan Badal Permusyawaratan
Desa;

1. Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nornor
2t7, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor aO33);
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3. Und"ang-Undang Nomor 6 Tahun 2AL4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 7,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubairan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor
77, Tarnbahan Lemtraran Negara Republik Indonesia Nomor
6e]a);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repu.blik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah
beberapa kaii diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratr-lran
Pemerintah Fengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2A22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
il-embaran Negara Repubiik Indonesia ?ahun 2023 Nornor
41, Tambahan Lernharan Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

5. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2924 tentang Kabupaten
Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2024 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor
6e50);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peratu.ran Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2AL4 tentang Desa {Lembaran Negara Reputrlik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
bei:erapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pernerintah
Nomor 11 Tahun 2Al9 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7" Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2018 Nomor 77) sebagaimana telah diubah
dengan Peratural Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2019
(Berita Daerah Kahrupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 33);

8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan
Badan Perrnusyawaratan Desa {Berita Daerah Kabupaten
BangkaTahun ZAL9 Nornor 60) sebagaimana telah beLrerapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka
Nomor 48 Tahun 2A23 {Berita Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2423 Nomor 48);

MEMUTUSKAT,] :

PERATURAN BUPAT{ TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG
BESARAN PSNGHASILAN PEh{ERINTAH DESA DAN
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
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Pasal I

Peraturan Bupati Bangka Nomar 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan
Fernerintah Desa dan lluniangan Badan Permus3,'anrraratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bangka Tahun ZAW Nornor 60), yang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan dengan Peraturan Bupati :

L. Nomor 80 ?ahun 2A2A tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka
Nomor 56 tahun Z}ru tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan
Tunjangan Badan Permusyarvara,tan Desa (Berita Daerah iiabupaten Bangka
Tahi;n 2AZA Nornor 82); dan

2. Nonror 48 Tahr-rn 2A23 tentang Perubahan Kedr.la atas Peraturan Supati
Bangka lYomor 56 Tahun 2$W tentang Besaran Penghasiian Pemerintah lle*a
elan Tunjangan Badan Pemusyarvaratan Desa {Berita Daerah KaLrupaten
Bangka Tahun 2A23 Namor 48).

diubah sel:agai trerikut:

1. Ketentuan Pasal i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabr-rpaten Bangka.

2. Bt-rpati adalah Bupati Bangka.

3" Desa ailalah desa clan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
seianjutnva disebut Desa, adalah kesatuan rnasy-arakat hukurn yang
memiliki kratas lr,ila),ah _yang beru,'enang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan mas3;arakat setempat berdasarkan
prakarsa mas-varakat, hak asal usul dan/atau hak tradisjonal yang cliakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Retrlublik
Indonesia.

4. tsadan Permusyar,x.raratan Desa, ,yang selanjutnya disingkat BPD arialah
iemi:aga yang meiaksanakan fungsi pemerintahan _vang anggotanva
merupakan wakil dari penduduk Desa trerdasarkan keterwakilan rn{trayah
dan ditetapkan secara demokratis.

5. tremerintahan l)esa adalah penv'elenggaraan urusan pemerintahan dalt
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pen:erintah Desa adalah Kepa1a Desa atau -yang disel:ut dengan narna latn
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penr.elenggara Pemerintahan l)esa.

7. Kertangan Desa adalah selxua hak dan kewa.libran Desa ]rarig dapat t.linilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uarig dan barang _yang
}:erhubungan dengan pelaksanaan hak dan keu,qiiban Desa.

L Aioka"si D,ana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD arlalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi
Khrusus.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutn3,,a disebut
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa"

10. I{epala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai w-ervenang,
tugas, keu,ajitran untuk menyeienggarakan rumah tangga desanya clan
melaksanakan tlrgas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
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i 1. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantr'r Kepala Desa dalam

penJrusunan kebijakan dan koordinasi yang dirvadahi dalam Sekretariat

Desa, dan unsut: pend.ukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan

kebijakan f-ang diu,adahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur

kervilayahan.

l2.Badan Permusyanvaratan Desa -yang selanjutn-va disingkat BPD aclalah

lemhaga yang melaksanakan fr:ngsi pemerintahan ]'ailg anggotanva

merupak** *,.lkil dari penriuclurk nesa birdasarkan kete^n'akiian r'r'ila-vnh

clan d itetapkan secara dernokratis'

13" Penghasilan Tetap aclalah perolehan uang secara teratur atas pelaksanaari

*rru.L, jasa dan tidak dikaiikan dengan pencapaian prestasi kerja tertenti't '

i4. Tunjangan Kepala Desa can Perangkat Desa adalah uailg -Yang diterirfla

secara teratur setiap bulan at-as kerludukannva claiam pelaksanaan t-rtgas

dan tungsi selaklu Kepaia Desa atau Perangkat Desa dengarr

mempertimhangkan kemampuan keuangan Desa'

15. Tunjangan KedUdUkan Badan Permus-val,r'aratan Desa adalah uang .v€rt"tg

cliterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya cialam

pelaksanaan rugas clan fungsi se-]aku Ketua, wakil ketua, sekretaris [:ltau

anggota BPD dengan mempertimh:angkan kemampuan keuangan Desa'

16. Penghasilan Tetap Bulan Tertentu adaiah perolehan uang !'ang diterima

oleh pemerintah b**", staf pembantu tugas Llmurn Pemerintah Desa dan

staf aclministr-asi BPD diluar dari penghasilan tetap yang clidapatkan setiap

}:ulanr:},'a,bersifatinsidentalatau}ran.\.apadarr.aktutertent'lr.
17. Tunjangan Keduciukan Bulan Tertentll adalah uang yang citerirna oleh

Badan Permusyana,aratan Desa diiuar ciari tunjangan -vafl-g cLidapatkan

setiap bi-rlann3,a, bersifat insidental atau han-1,-a pada u,aktu tertentu.

2. Ketentuan Pasal 2 diubatr sehingga berbunyi sebagai herikut :

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa memPeroieh :

a. penghasilan tetaP setiaP bulan;
h" penghasilan tetap bulan tertentu; dan

c. tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah'

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a
bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APEDesa.

(3) Penghasilan tetap krulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf Lr bersumber dari APBD.

(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat {i} huruf c dapat berbentuk
tunjangan jabatan, tunjaagan penambahan penghasilan, tunjangan
purna tuga"s dan tunjarlgan lainnya.

{5) Tunjangan dan penerimaan lain yalg sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dapat bersumber dari AFBDes dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang*undangaa.
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3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Fimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan

tr<eduduk&n yang bJrsurnber clari abn, tunjarigan kinerja yang bersumber d'ari

pend.apatarr Asli nesa, tunjangan kedg dukan hu lan tertentu,Yang bersgmher

ctari APBD, tunjangan purna tugas yal1g bersurnber dari ADD dan sesuai

ketentuart pera.turan perundang-undan garl'

"4". Ketenttian Pasal 4 diubah sehingga berb:-inyi sebagai Lrerikut:

Pasai 4

i1) Besaran penghasilan tetap Pemerintah l)esa, staf pembantu tugas Llrnl"lrn

pemerintah Tlesa dan staf administrasi BPD ditetapkan berdasarkair
pertimbarrgan yang oirjektif {engan memperhatikan kemampuat:

i.****g*r, .1*u* dar: ketentuan peraturan pern ndang-u ndan gan,

{2i Besaran penghasi}an tetap bulan tertentu Pemerlntah Desa, sterf

pembantu- tu[as umllrn Pernerintah Desa dan sta-f aciministrasi Bpn
ditetapkan p*l.,g banyak sebesar 50 ?; {Iima puluh persen} pengha'silei::

tetap tr (satu) buian yang bersumber dari APBD'

{3) Eesaran penghasilan tetap hulan ter"teritu Per:terintah Desa se}:agair"cana

dimaksurJ q.*t lZt diberikan paling banl,-ak sebesar 25-'./o idua puiuh lima
persen) bagi perangkat clesa dan staf pembantu tugas umum Pemerintali
Desa elan stai administrasi BPD dengan nlasa ke{a kurang dari tr2 {clua

i:elas) hruian.

ia) penghasilan tetap bulan tertentr-r sebagaimana dimaksrld pada ayat (2)

eliba_1.'arkan 1 {satu) kali pada tahun anggaran berjalan paling cepat lC}

ieepr-rluhi hari kerja sebeluin Hari Ra1'a ldui Fitri'

(Si Dalam hal penghasilan tetap bulan tertentu belum dapat dibayarkan
sehagain:r*r.i rii**ksud pada a,vat {3}, maka dapat diba3,akan setela}r Hari
Raya idul Fitri.

i6i penghasilan tetap sebagaimana dirnaksi-rd dalarn Pasal 2 a1-at (1) hun;f a"

dibaS.arkan sebeiar 50,?o {lima" Puluh persen} apa}rila kepaia desalkepala
clesa antar rvaktu/ Pj. kepala desa, perangkat desa, Can unsr-rr $t-af

pembantu tugas umum pemerintah desa dan st"af administrasi RPlf
berstatus "tersangka", clan tidak dihoayarkan apabila din3'atakar: bersalah
tterdasarl<an putusan pengadilan yang i:erkekuatan hukum tetapl
inkracht"

{7} Tunjangafl dan penerimaan lair:n3ra 3rang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 a].at {U huruf c tidak dibayarkan a.pabila kepala
desa.lkepala desa antar u.aktu/ Pj. kepala desa, perangkat desa, dan
u:rlsur staf pemtrantu tugas urrrum pemerintah desa dan staf administrasi
BPD berstatus "tersangka".

{8} tsesaran penghasilan tetap seLragaimana elimaksutl pada ayat (1) dan avat
(2) sebagaimana tercantum ciaian: Lampiran Peraturan Rupati ini.

i9i Nominal besaran penghasilan tetap bulan tertentu sebagairnana Cimaksr-tcl
pada a-vat {2i d.itetapkan clengan Keputusan Bupati.
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5. l{etentuan Pasal 5 diubah sehingga berbun3'i sebagai berikr-rt:

Pasal 5

(lj Selain penghasilan tetap dan penghasilan tetap bulan tertentu
sebagairnana dimaksud daiam Pasal 4 kepada Pemerintah Desa juga
eiiberikan tu.njangan jabatan dan tunjangan purna tugas ditetapkan
berdasarkan pertimbangan -vang objektif dengan mernperhatikan
kernampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-
undangan"

{2} Iiesaran Tunjangan selraga.imana dimaksud pada a}.at {1i sebagairnana
tercantun: dalam lampiran Peraturan Bupat-l ini.

6" Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbuayi sebagai berikut:

Pasal 7

(1i Besaran tunjangan kedudukan, dan tunjangan kineqia, dan tunjangan
purna tugas BPD ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang objektif
Cengan memperhatikan kernampuan keuangan desa dan ketentt"ran
peraturan perundang*undangan.

(2) Besaran tunjangan kedudukan buian tertentu BPD ditetapkan paling
banyak seLresar 50 % (lima puluh persen) penghasilan tr (satu) bulan
besaran tunjangan kedudukan yang Lrersumber dari APBD.

(3) Tunjangan kedudukan bulan tertentu sebagaimana dirnaksud pada ayat
(?) dibaS'arkan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan paling cepat
10 {sepuluh} hari kerja sebelum Hari Raya ldul Fitri.

(4) Dalam hal tunjangan kedudukan bulan tertentu belum dapat dibayarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat diLrayakan seteiah Hari
Raya idul Fitri.

(5) Tunjangan kedudukan trulan tertentu BPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 3, dibayarkan setresar 50% (lima puluir lima perseni apabila
ketuafr,r,'aki1 wetua/sekretarislanggota BPD Lrerstatus "tersangka", dafl
tidak dibayarkan apabila dinyatakan bersalah berd.asarkan putusan
pengad,ilan yang berkekuatan hukum tetap/ inkracht.

(6) Tunjarigan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dibayarkan
apabila ketuaf wakil ketuaf sekretaris / anggota EPD berstatus "tersan gka" 

"

{7} Besaran Tunjangan sebaga"imana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(8) Nominal besaran Tunjangan Kedudukan bulan tertentu sebagairnana
dimaksud pada ayat {2i ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Setelah Pasal 7 ditambahkan 1 {satu) PasaJ, yakni Pasal8 sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal I
Daiam hal Kepala Desa/ Kepala Desa Antar Waktul Pj" Kepala Desa,
Perangkat Desa., Badan PermusyawarataR Desa, yang trerstatus
ASN/TNI/POLRI yang mendapatkan tunjangan Hari Raya bersurnber APBN
danfatau APBD, maka penghasilan tetap buian tertentu dan Tunjangarl
Ked.udukan bulan tertentu tidak dapat dibayarkan.

6
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I Ketenruan Lampir:an Peraturan Bupati Bangka Nomor Nomor 56 Tahun
20iq tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan
Permusyar,r,aratan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
d,engan Peraturan Rupati Bangka Nomor 48 Tahun 2A23 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2Al9 tentang
Besaran Fenghasiian Pemerintah Desa dan Tunjangan Baclan
Pemust'ann,aratan Desa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercanti-lm
elalam Lampiran )iang merupakan tragian tidak terpisahkan dalarn Peraturan
Er-rpa.ti ini.

Pasai lI

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangara Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daera.h Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal

BUPATI BANGKA,

FERY iNSANI
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t,,4N,IPIltAN P]iRATURAN BUPATI BANCIdA
NOMOR TAI.IUN 2026
,I'trNTANG

PERUBAHAN KI'TIGA ATAS
PI}RATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 56 TAHUN 201E TENTANG
BE-qARAI\I I]i]NG}"IASI],4,J{
PEMERINTAHAI'i DESA DAJ{
TUNJANGAN RANAN
FERMIJ SYA\4iARATAN D tr SA

1. PENaIT]ASILAN T11TAP KEPALA DESA/ KTPALA DESA ANTAR WAi{TLi

,}" FENGHASILAN Ttr'IAi] S]IKRETARIS DtrSA, KEPALA I-JRUSAN, I{EPALA SEI{S[,
KtrPAI,A DUSI]N DAN U]\SUR STAF PtrMISAivTU TUGAS UMUM DESA/BPi]

NO JABATAN
BESARAN PtrNGHASII-A.N TtrTAP

{RP}

j
KtrPAi,A DT'SA /
KEPALA DESA A}ITAR
-fi,AKTLJ

4.100.000,-

NO JABATAN
BESARAN PtrN&HASILAN TETAP

{RP}

1 SEK}TETARIS DESA 3.500.000,-

2 KAUR. I{EL]ANGAN 2.q00.000,-

o
a)

KAUR/ KASi. SEI,AIN KAUit
KEUANGAN 2.700.ooo,-

T KADUS 2.2i00.000,-

NO JABATAN I\{T\SA KtrRJA
BtlSARAN

PENGHASII-AN
TETAP

{RP]

l-

UNSUIT STAF"
PEMBANTU TUGAS
UMUHI D}'SA

< 3 Tal:un 1.800.$00

Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun 1.q00.000

Ili atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun 2.000.00t)

Di atas 7 Tahun s.d. I Tahun 2. i 00.00t)

2.20U.r)00

Di atari 1l Tahun 2.300.000

.)
LINSUR
PtrMT]ANTT-T
UMUM BPI)

STAF'
TUGAS

< 3 Tahun 1..500.000

Di atas 3 Tahun s.rl" 5'lahurr 1.600.000

Di at-as 5 Tahun s.d. 7 Tahtin 1.700"00i)

Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun 1.800.o00

Di atas I Tahun s.d. 1l Tahun 1.900"000

Di atas 11 Tahun 2"O00.000

I
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3, TU N"]AN IiAl'{ J ABATAI\ IiEPA]-A. I}ES A / KEPALA

KE'AL.A.'ErsA i;;' lrenBst' strKRtrTARIs DE*A'

s-nrlsr (KASI) DAN KEPALA DUSUI\

L]iiSA ANTAR WAKTU, Ptr'NJABAT

xrrp,qr,a uRUSAN (KAUR), KtrPALA

BESARAN TUNJANGAN
JABATANNO

2.000.000,-WAKTUANTAR
KF]PALA DESAKEPALADtrSA /1

2.000"000,-
KtrPA]-APtrNJABAT KADtrS)DF]SA tPj,)

BESARA}I
TUNJANGAN

MASA KEIR.IA
JARATANNO

150.000,-
< 3 Tahun

250"000,-Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun

350.00t),-Di atas 5Tahun s.d. 7 Talmn

400.000,-Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun

450.000,-Ifi atas I Tahr"rn s.d. 11 Tahr"ln

500.000,-]fi atas 1tr 'lahuir

SEi{R]4TARIS
DiTSA

1

100.00CI,-g 3 Tahun
150.000,-l)i atas 3 Tairun s.d. 5'lahun

200.0r.)0,"Di atas 5 Tahr:n s.d' 7 Tahun

250.000,-Di atas 7 ?ahun s.d". 9 Tahun

300.00CI,-lli atas I Tahun s"d. 1l Tahun

400.000,-Di alas 11 Tahun

KtrPAl-A UITUSAT.I
K.TlJANGAN

a

100.000,-< 3 Tahun

150.000,-Di atas 3 Tahun s"d. 5 Tahun

200.000,-Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tal:un

250.000,-lfi atns 7 Tahun s.rl. I Tahnn

300.000,-Di atas I Tahun s.d. 11 Tahun

350.000,-

3 KEPALA URUSAN,
KBPALA SEKSI
StrLAiN KEPALA
URUSAN
KEUANGAN

Di atas 11 Tahun

( 3 Tahun 1G0.000,-

Di atas 3 Tnhun s.rl. 5 Tahun 150.000,-

Dl atas 5 Tahun s.d. 7 ?ahun 200"000,-

Di stas 7 'lahun s.d. 9 Tahun 250.000,-

Di atas 9 Tahun s.d" 11 Tahun 300.000,-

4 KtrPALrt I]USUN

Di atas 1l Tahur: 350.000,-

I
DINPI]MDES SEKRETARIS DAERAH

k



4. TU}UANGAN PURNATUGAS KEPALA DESA/KBPALA DBSA ANTAR WAKTU'

PiIRANG}I{T NESA DAN BADAN PtrRMUSYAWARAT,AN I]trSA

NO JABATAN

BESARAN
TUNJANTiAN

PURNA
TUGAS

K}JTI}RANGAN

t
KtrPAI,A Dtr$A I
KI'PAI,A DESA ANT'AR
WAK'TU

PAI-INCI
BANYAK
5 BULAN
PITNGI{ASII.AN
't'81'AP

- men.velesaikan masa tugasnya
sampai dengan rrkhir masa
jahatan.

- Xepala lJesa Antar Waktu cliatas 2

irluai tahun masa tugas jabatran.
- Kepala Desa Antar Waktu

dibau,'ah 2 (dua) tahun masa
lugas jabatan <libaYar Paling
banr.ak 3 bulan.

na PEIIANG}LAT DtrSA

PALING
BAI{YAK
6 BULAN
PtrNGHASILA}I
TtrTAF

men-r'elesaika n masa tugasnva
sampai dengan usia 60 tahun atlru
paiing seriikit masa kerjanva I
tahun.

-J

KtrTUA, WAKIL
KETUA,
SEK}{ETARIS,
Al{GGO1ts IPAW
BADAN
PERh,{LlSYAWARATAN
IftrSA

PALING
BA]{\'AIi
5 EULAN
"TUN.}ANGA}i
KtrDU]]UKAN

- rnen,yelesaikan tugasnva sanlpa1
derigar: akhir $)asa .iabatan.

- Pengganti furtar Waktu diatns 2

{dua} tahun maria tugas jabatan"
- Pengganti Antar Waktu rlibar,vah 2

{ciua} tahun rnasa tllgas jabatan
dibayar paling banl,ak 3 br"rlan.

5. TI.,TNJANGAN KI4DIiDUK,A.N I3PI)

NC JABA?AN
BE$ARAN TUNJANGAN

KEDUDUKq.N
/1]Dr
\r\r ,

1 KETUA 2.400.000,-
2 WAKIL KETUA 1.600.000,-
q SEKRETARIS 1.500.000,-

Ll ANGGilT,A" 1.40CI.000,-

6" TUNJANGAN KiNtrRJA BPi}

NO JABATAN
BESARAN TUNJANGAN KINtrRJA

IRP}

I KIITUA 1.00CI.000,-

2 WAKIL KETTJA t)00.000,-
a) SEKRtrIARIS ti00.o00,-
n+ ANGT}OTA 700.000,-

BUPA?{ BANGKA,

FERY iNSANI

DiNPEMDES SEKT{IIT'ARI3 DAERAH

\t
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